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ABSTRAK  
 
PUTRA ARI JAVIARTO. “Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat Plurium Litis 
Consortium Dalam Hukum Perdata (Studi Terhadap Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/ 
PN.Tgl)”. Tegal. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 
Pancasakti Tegal. 2019. 
Suatu gugatan disyaratkan adanya kepentingan hukum, walaupun undang-
undang tidak mensyaratkan adanya dasar suatu gugatan. Sudah menjadi tugas hakim 
untuk mengkualifisir aturan hukum yang tepat, maka suatu gugatan harus didasarkan 
atas suatu alas hukum yang jelas, agar lebih menguatkan dalil-dalil yang diajukan. 
Jika tergugat mengajukan jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi, maka harus 
diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan tinjauan hukum eksespsi 
terhadap gugatan yang bersifat plurium litis consortium dalam hukum perdata, 2). 
mengkaji pertimbangan hakim mengabulkan eksespsi terhadap gugatan yang bersifat 
plurium litis consortium pada putusan nomor 19/Pdt.G/2018/ PN.Tgl. Penelitian ini 
merupakan penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus 
(case approach). Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber data 
penelitian yaitu data sekunder, yang terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian dapat kesimpulan bahwa: 1) Eksespsi terhadap gugatan yang 
bersifat plurium litis consortium dalam hukum perdata merupakan eksepsi yang 
menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau dengan kata lain pihak yang 
ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap. 
Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in persona. Bentuk kekeliruan apapun 
yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum, yaitu gugatan dianggap tidak 
memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat 
formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijke verklaard). 2) Pertimbangan hakim mengabulkan eksespsi terhadap 
gugatan yang bersifat plurium litis consortium pada putusan nomor 19/Pdt.G/2018/ 
PN.Tgl, yaitu tidak dilibatkannya BPN sebagai pihak di dalam perkara tersebut 
mengingat SHM No. 1921 Kelurahan Debong Kulon luas 508 M² atas nama Ridwan 
adalah produk hukum dari BPN Kota Tegal karena keterangan tentang terjadinya 
peristiwa hukum dari kedua belah pihak yang terkait termasuk diantaranya BPN Kota 
Tegal. Majelis Hakim harus mengetahui terlebih dahulu secara langsung prosedur 
penerbitan SHM No.1921 karena Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri 
Tegal agar sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 
 
Kata Kunci: Eksepsi, Gugatan, dan Plurium Litis Consortium. 
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ABSTRACT 
 
PUTRA ARI JAVIARTO. “Exceptions to Plurium Litis Consortium Lawsuit in Civil 
Law (Study of Decision Number 19/Pdt.G/2018/PN.Tgl)”. Tegal. Law Study 
Program, Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 2019. 
A claim requires a legal interest, although the law does not require the basis of 
a claim. It is the judge's job to qualify the appropriate legal rules, so a lawsuit must be 
based on a clear legal basis, so as to further strengthen the arguments submitted. If the 
defendant submits an answer in the form of an objection or an exception, then it must 
be examined and decided together with the subject matter. 
The purpose of this study are: 1) describe the review of the law of accession to 
a lawsuit that is plurium litis consortium in civil law, 2). examine the judge's 
considerations in favor of the plurium litis consortium's lawsuit claim in decision 
number 19/Pdt.G/2018/PN. This research is a normative study carried out using a case 
approach. This type of research is library research. The source of research data is 
secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials 
and tertiary legal materials. The data collection method in this research is literature 
study and document study. Data analysis in this study was conducted in a qualitative 
normative manner. 
The results of the study can be concluded that: 1) Execution of a plurium litis 
consortium lawsuit in civil law is an exception which states that the Plaintiff's claim is 
lacking a party or in other words the party drawn as a Defendant is incomplete or the 
Plaintiff's party is incomplete. The mistake of the party resulted in an error in persona 
lawsuit. Any form of error contained in a lawsuit has legal consequences, that is, the 
claim is deemed not to meet formal requirements, therefore the suit is qualified to 
contain formal defects. Further consequences, the lawsuit must be declared 
unacceptable (niet ontvankelijke verklaard). 2) Judge's considerations grant the 
acceptance of a plurium litis consortium lawsuit in decision number 19/Pdt.G/2018/ 
PN.Tgl, that is not involving BPN as a party in the case given SHM No. 1921 Debong 
Kulon Urban Village area of 508 M² on behalf of Ridwan is a legal product from the 
City of Tegal BPN because of information about the occurrence of legal events from 
both parties involved including the City of Tegal BPN. The Panel of Judges must 
know firsthand the procedure for issuing SHM No. 1921 because the Plaintiff 
requested the Tegal District Court that the certificate not have legal force. 
 
Keywords: Exception, Lawsuit, and Plurium Litis Consortium. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga 
harus berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya 
tersebut. Dalam hubungan interaksi tersebut ada yang tidak menimbulkan akibat 
hukum dan ada yang menimbulkan akibat hukum yaitu dengan timbulnya suatu 
hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak 
dan kewajiban inilah yang disebut hubungan hukum. 
Di dalam suatu hubungan hukum terkadang terjadi dimana salah satu pihak 
tidak menjalankan kewajibannya kepada pihak yang lain, sehingga pihak yang lain 
tersebut merasa dirugikan. Adanya kejadian tersebut, untuk mempertahankan 
haknya seperti telah diatur dalam hukum perdata materiil, seseorang harus 
bertindak atas peraturan hukum yang berlaku, dan apabila seseorang tidak dapat 
menyelesaikan sendiri dengan cara damai maka dapat meminta bantuan 
penyelesaian kepada hakim (pengadilan). Cara penyelesaian lewat pengadilan 
tersebut diatur di dalam hukum perdata formal yaitu hukum acara perdata. 
Adanya pihak yang menginginkan permasalahannya diselesaikan oleh 
campur tangan suatu Pengadilan, maka ia harus mengajukan permasalahannya 
tersebut kepada pengadilan. Permasalahan tersebut bisa disebut gugatan atau juga 
disebut permohonan.1 Proses peradilan perdata diawali dengan adanya suatu 
gugatan maupun permohonan. Pihak yang mempunyai kepentingan wajib 
                                                            
1 Asikin, Zainal, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 17. 
  
2 
mengajukan gugatan. Hukum telah menyediakan suatu perangkat yang 
memberikan hak bagi setiap orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh 
pihak lain untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang 
apabila penyelesaian damai secara kekeluargaan tidak tercapai.2  
Suatu gugatan disyaratkan adanya kepentingan hukum, walaupun undang-
undang tidak mensyaratkan adanya dasar suatu gugatan. Sudah menjadi tugas 
hakim untuk mengkualifisir aturan hukum yang tepat, maka suatu gugatan harus 
didasarkan atas suatu alas hukum yang jelas, agar lebih menguatkan dalil-dalil 
yang diajukan. Alas hukum yang dijadikan dasar suatu gugatan dalam praktek 
adalah wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pembagian waris dan perceraian. 
Kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil dalam peradilan perdata. 
Hal ini tentu saja berbeda dengan peradilan pidana, dimana kebenaran yang dicari 
adalah kebenaran materiil. Mencari kebenaran formil menurut Sudikno 
Mertokusumo berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang 
diajukan oleh para pihak yang berperkara.3 Hal ini mengandung pengertian, bahwa 
proses pembuktian nantinya tidak melihat pada bobot atau isi, melainkan kepada 
luas ruang lingkup perkara atau sengketa yang diajukan oleh para pihak. Dalam 
hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu 
ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. 
Proses beracara di pengadilan dalam perkara perdata melibatkan dua pihak 
yang saling bertentangan, dimana semua pihak merasa dirinya benar dan ingin 
                                                            
2 Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, 
Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 37. 
3 Mertokusumo,  Sudikno,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, 
hlm. 130. 
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menang di persidangan. Oleh karena itu para pihak berusaha sedemikian rupa dan 
dengan berbagai cara mempertahankan pendapatnya. Untuk menjaga ketertiban 
jalannya pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, Hukum Acara Perdata 
memuat peraturan-peraturan yang mengikat para pihak yang berperkara, tetapi 
juga dalam pelaksanaannya tidak boleh mengurangi kesempatan kedua belah pihak 
dalam tindakan membela kepentingan masing-masing.4 
Pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri, tahap jawab 
menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang penting. Apa yang 
dikemukakan oleh tergugat merupakan hal yang lebih penting lagi karena tergugat 
merupakan sasaran penggugat. Pada dasarnya tergugat tidak wajib menjawab 
gugatan penggugat. Tetapi jika tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat 
dilakukan secara tertulis maupun secara lisan menurut Pasal 121 ayat (2) HIR 
(Pasal 145 ayat (2) Rbg). Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan, bantahan, 
tangkisan, dan referte. 
Jika tergugat mengajukan jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi, 
maka harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Mengenai 
apa yang dimaksud dengan eksepsi atau tangkisan, undang-undang baik HIR dan 
Rbg tidak memberikan definisi dan penjelasannya. Exceptie (Belanda), exception 
(Inggris) memiliki pengertian umum yaitu pengecualian.5 Eksepsi adalah 
tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isinya surat gugatan atau surat 
dakwaan tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara 
yang diajukan. Dalam hukum acara, secara umum eksepsi dapat diartikan sebagai 
                                                            
4 Mulyadi, Lilik, Op Cit., hlm. 10. 
5 Wojowasito, S., Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, 
hlm. 185. 
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suatu bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak 
langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.6  
Masalah eksepsi pada perkara perdata sudah diatur dalam HIR maupun Rv. 
HIR hanya mengenal satu macam eksepsi saja yaitu eksepsi mengenai tidak 
berkuasanya hakim. Pasal 125 ayat (2), Pasal 132. Pasal 133 dan Pasal 134 HIR 
hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Meskipun undang-
undang menyebutkan eksepsi mengadili secara absolute dan relatif, masih banyak 
lagi eksepsi lain yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin hukum 
dam praktek peradilan. Sebenarnya keabsahan dan keberadaan eksepsi lain diluar 
eksepsi kompetensi, duakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv 
yang berbunyi: “perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat 
(exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan 
ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama 
dengan pokok perkara.”  
Praktik hukum acara perdata yang berlaku saat ini, tangkisan atau eksepsi 
tergugat dapat dibagi kepada dua kelompok besar, yaitu: eksepsi formal atau 
prossessfal exeptie (meliputi eksepsi absolut, eksepsi relatif, eksepsi van gewijsdd 
zaak, eksepsi gemis aan hoe danig heid) dan eksepsi materiil atau material exeptie 
(meliputi dilatoir, aan hanging beding, van connexiteit, premtoir (premtoir 
exeptie), plurium litis consortium, non adimpleti contractus, obscuur libel, posita 
dan petitum berbeda, gugatan yang daluarsa).7 
                                                            
6 Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 122. 
7 Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: 
Kencana, 2008, hlm. 218-223. 
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Pada penelitian ini fokus pembahasan akan difokuskan pada eksepsi 
terhadap gugatan yang bersifat plurium litis consortium. Keseluruhan pihak yang 
berkaitan dengan obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung 
harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut 
mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam hukum acara perdata tidak 
dikenal istilah turut penggugat, melainkan turut tergugat. Disebutkan sebagai turut 
tergugat dimaksudkan agar orang-orang, bukan para pihak yang bersengketa 
(penggugat dan tergugat) demi lengkapnya pihak-pihak, maka orang-orang bukan 
pihak yang bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan penggugat 
sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Hal ini telah menjadi suatu 
yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 
Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974. 
Demi menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik 
menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya 
saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada 
penggugat bahwa gugatannya tidak mengandun cacat plurium litis consortium. 
Contoh paling sederhana, penggugat menuntut dalam gugatannya jual beli antara 
tergugat dengan pihak ketiga tidak sah, oleh karena itu harus dibatalkan. 
Pengadilan tidak mungkin membatalkan jual beli antara tergugat dengan pihak 
ketiga tanpa mengikut sertakan orang ketiga sebagai tergugat.8 Pembahasan 
mengenai plurium litis consortium merupakan salah satu bentuk gugatan error in 
persona. Hal ini terjadi karena pihak yang bertindak sebagai penggugat maupun 
tergugat yang ditarik tidak lengkap, atau masih ada orang yang mesti ikut 
                                                            
8 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 117. 
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bertindak sebagai penggugat atau tergugat. Akibat hukum dari terjadinya error in 
persona adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, dan gugatan 
harus dinyatakan tidak dapat diterima.9 
Pada perkara perdata nomor 19/Pdt.G/2018/PNTgl, Penggugat dalam 
gugatan dalam perkara tersebut mempermasalahkan mengenai keabsahan akta jual 
beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 90/II/1986 yang dibuat oleh R Soemarno, 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sumurpanggang, dengan Raminah 
(Sekarang sudah Almarhum) pada tanggal 20 Pebruari 1986, terkait dengan 
Sertipikat Hak Milik No. 37 atas nama Raminah a. Ridwan dan Permohonan 
Penggugat menyatakan kalau sertipikat Hak Milik No. 1921 luas 508 M2 atas 
nama Ridwan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam eksepsinya tergugat 
menyatakan karena gugatan tersebut Penggugat mendalilkan terkait persoalan 
permasalahan sangat terkait dengan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Pihak lain 
yaitu R Soemarno, PPAT Kecamatan Sumurpanggang Nomor 90/II/1986 (Bukan 
Pihak) dan mempermasalahkan mengenai Pembatalan sertipikat Hak Milik No. 
1921 luas 510 M2 yang mana penerbitan SHM No. 1921 kewenangan dimiliki 
oleh Pihak lain dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Tegal (Bukan Pihak Perkara 
ini), Pihak Notaris dan PPAT yang melakukan pengurusan tandatangan akta dan 
pengurus proses Baliknama menjadi atas nama Para Ahli Waris Raminah (Bukan 
Pihak Yang berperkara) maka sudah seharusnya ditarik menjadi Para Pihak. 
Dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan kurang Pihak. 
Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah 
putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa antara pihak yang 
                                                            
9 Ibid., hlm. 112. 
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bersangkutan. Putusan hakim diyakini mengandung keadilan (ex aequo et bono) 
dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga harus mengandung manfaat 
bagi para pihak yang bersangkutan. Dari uraian tersebut dapat dilihat mengenai 
gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi 
gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap 
tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung 
cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
Adanya gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sering digunakan 
tergugat untuk dijadikan dalil eksepsinya dengan tujuan agar hakim menyatakan 
gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat 
ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Seperti yang terjadi pada kasus 
perkara Nomor 434/Pdt.G/2017/PNSmg. Maka penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan menetapkan judul “Eksepsi terhadap Gugatan yang Bersifat 
Plurium Litis Consortium dalam Hukum Perdata (Studi Terhadap Putusan Nomor 
19/Pdt.G/2018/PN.Tgl).” 
B. Perumusan masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, agar 
pembahasan masalah lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, 
maka dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana tinjauan hukum eksespsi terhadap gugatan yang bersifat plurium 
litis consortium dalam hukum perdata? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan eksespsi terhadap gugatan yang 
bersifat plurium litis consortium pada putusan nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Tgl? 
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C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Penelitian pada 
dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah 
bertujuan untuk mendapatkan data-data baru. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum eksespsi terhadap gugatan yang 
bersifat plurium litis consortium dalam hukum perdata. 
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim mengabulkan eksespsi terhadap gugatan 
yang bersifat plurium litis consortium pada putusan nomor 19/Pdt.G/2018/ 
PN.Tgl. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama 
bagian hukum acara perdata yang berkaitan dengan gugatan yang bersifat 
plurium litis consortium, serta dapat juga digunakan sebagai salah satu 
referensi mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan plurium litis 
consortium, menimbang masih sedikitnya referensi yang membahas mengenai 
gugatan yang bersifat plurium litis consortium secara mendetail. 
2. Secara Praktis  
a. Bagi Advokat, sebagai informasi penting yang berkaitan gugatan yang 
bersifat plurium litis consortium agar lebih memahami penerapan plurium 
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litis consortium sesuai dengan esensinya, sehingga tidak ceroboh 
mengajukan gugatan yang kurang menarik pihak-pihak yang seharusnya 
diikutkan dalam persidangan yang dapat mengakibatkan gugatan tidak 
diterima.  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pertimbangan 
sebagai acuan pertimbangan pengambilan keputusan yuridis terhadap 
penelitian-penelitian sejenis untuk tahap pada berikutnya. 
E. Tinjauan Pustaka  
Siti Muflichah, “Eksepsi Plurium Litis Consortium (Studi Terhadap 
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT. Smg jo. Putusan 
Pengadilan Negeri Purwokerto No.41/Pdt.G/2000/PN.Pwt).” Jurnal Dinamika 
Hukum, Vol. 8, No. 2, Mei 2008. Hasil penelitian disimpulkan bahwa hakim dalam 
menjatuhkan Putusan No. 401/Pdt/2002/Smg, Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi 
Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 
April 2001 No. 41/Pdt.G/2000/PN Pwt adalah tidak cermat, karena seharusnya 
hakim memeriksa terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil 
atau belum, dengan memperhatikan kedudukan para pihak dalam berperkara, 
karena kedudukan para pihak ini menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang 
berbeda. Ketidakcermatan hakim dalam menjatuhkan putusan mengakibatkan 
tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum, karena bertentangan dengan sumber-
sumber hokum acara perdata, sekalipun apabila eksepsi dalam perkara tersebut 
diabaikan, memang terdapat fakta bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan 
dalil-dalilnya, sehingga kemanfaatan dan keadilan relatif tercapai. 
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Penelitian Edi Pranoto yang berjudul “Asas Keaktifan Hakim (Litis 
Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara.” Jurnal Spektrum 
Hukum, ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246 (print) Akreditasi SK No 
28/E/KPT/2019, Doi: 10.35973/sh.v16i2.1298. Hasil penelitian disimpulkan 
bahwa kedudukan penggugat (orang atau badan hukum perdata) dalam Hukum 
Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia selalu dalam posisi yang jauh 
lemah bila dibandingkan dengan Tergugat (Badan atau pejabat tata usaha negara), 
hal ini dikarenakan tergugat menguasai segala aspek hukum yang berkaitan 
dengan obyek gugatan, juga dikarenakan tergugat memiliki fasilitas, kemampuan 
keuangan dan kemampuan pengetahuan. Kondisi yang tidak seimbang inilah yang 
kemudian di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha di Indonesia dikenal 
dengan adanya azas litis domini atau azas keatifan hakim yang bertujuan untuk 
menyeimbangkan kedudukan antara Penggugat dan tergugat sehingga tercipta 
perlindungan hukum bagi Penggugat atau warga negara. 
Enjang Nursolih dalam penelitiannya berjudul “Analisis Penyusunan Surat 
Gugatan”, Jurnal Unigal, Vol. 7, No. 1, Maret 2019. Hasil penelitian disimpulkan 
bahwa surat gugatan merupakan surat yang dibuat oleh orang yang merasa 
dirugikan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas baik 
pihak Penggugat maupun pihak Tergugat jelas dan lengkap serta ada hubungan 
hukum dengan permasalahan atau peristiwa yang merupakan alasan-alasan dari 
pada tuntutan atau petitum yang harus dirumuskan dengan kata lain gugatan harus 
jelas, lengkap dan sempurna.  
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F. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat 
memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 
Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan 
menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, sumber datanya 
dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penelitian ini merupakan 
penelitian kepustakaan karena sumber datanya berasal dari dokumen seperti 
undang-undang, putusan pengadilan dan lainnya sesuai dengan permasalahan 
yang dibahas.  
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu cara atau 
medote yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang 
memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan 
dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum 
yang dihadapi.  
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik 
hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu 
ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan 
identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, 
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yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa 
hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.10  
Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian 
hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, 
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji 
kemudian ditarik kesimpulan hubungannya dengan masalah yang diteliti.11  
3. Sumber Data  
Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu diperoleh 
secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan 
maupun tulisan, bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan 
perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
penelitian.12 Sumber utama data penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri 
Tegal Nomor: 19/Pdt.G/2018/PN.Tgl. 
Jenis data sekunder, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan penelitian 
yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat 
mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.13  
                                                            
10  Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 15. 
11  Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 52. 
12 Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007, hlm. 99. 
13  Marzuki,  Peter  Mahmud,  Penelitian  Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, 
hlm. 142. 
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b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 
langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak 
lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang 
berwujud laporan dan buku-buku hukum.14 Seperti: dokumen Pengadilan 
Negeri Tegal, buku tentang hukum, dan jurnal penelitian hukum. 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: 
kamus, literatur-literatur hasil penelitian, media massa, pendapat sarjana 
dan ahli hukum, surat kabar, website.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 
studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 
mempergunakan content analysis.15 Dalam penelitian ini, penulis melakukan 
studi dokumen atau bahan pustaka, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, 
peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan eksepsi 
dan gugatan yang bersifat plurium litis consortium. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam 
setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-
                                                            
14  Ibid., hlm. 36. 
15 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 21 
  
14 
data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan 
kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk 
memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.16  
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan permasalahan. Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah 
analisa data dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya 
merupakan kaedah hukum. Setelah dilakukan analisa, dilakukan konstruksi 
data yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam 
kategori-kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.17 
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya data di susun secara 
kualitatif dan kemudian diuraikan untuk memberi gambaran mengenai eksepsi 
terhadap gugatan yang bersifat plutium litis consortium dalam hukum perdata. 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis 
menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan 
Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
 
                                                            
16  Ibid., hlm. 251-252. 
17  Ibid., hlm. 255. 
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Bab II  Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori terkait dengan permasalahan 
penelitian yaitu tinjauan tentang gugatan, tinjauan umum tentang eksepsi, 
tinjauan tentang proses pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan 
negeri, dan tinjauan tentang putusan hakim.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Dalam hal ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan hasil 
penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap gugatan yang bersifat 
plurium litis consortium dalam hukum perdata dan pertimbangan hakim 
mengabulkan eksepsi terhadap gugatan yang bersifat plurium litis 
consortium pada putusan no. 19/Pdt.G/2018/PN.Tgl. 
Bab IV Penutup  
Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan 
dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Tinjauan Umum tentang Gugatan  
1. Pengertian Gugatan  
Gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan 
ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan 
hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak 
dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan 
kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui 
pengadilan.18 Secara garis besar gugatan dapat diartikan sebagai suatu tuntutan 
seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan 
permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih 
yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai 
penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.  
Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau lebih 
(penggugat) kepada orang lain (tergugat) melalui pengadilan untuk memperoleh 
perlindungan hukum. Hukum acara perdata, mengatur wewenang pengadilan 
dalam menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut dengan 
yurisdiksi contentiosa yang gugatannya berbentuk gugatan contentiosa dan 
gugatan yang bersifat sepihak (ex-parte). Gugatan yang bersifat sepihak yaitu 
permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung 
sengketa (undisputed matters), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon 
                                                            
18 Hutagalung, Sophar Maru, Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di 
Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1. 
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disebut yurisdiksi gugatan voluntair. Dalam perkara voluntair, hakim tidak 
memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam dalam suatu gugatan. Permohonan 
yang biasa diajukan ke pengadilan negeri diantaranya adalah permohonan 
pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali, dan permohonan penetapan 
sebagai ahli waris. Berbeda halnya dengan gugatan contentiosa, permasalahannya 
diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan 
perselisihan hak diantara para pihak.19 
Gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di 
antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan 
diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak: 
a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai 
penggugat, 
b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan 
berkedudukan sebagai tergugat.20 
Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang 
bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk 
mencegah main hakim sendiri. Oleh karena itu, bahwa gugatan adalah suatu 
tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh 
seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya 
yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata 
cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.21 
                                                            
19 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 46. 
20 Ibid., hlm. 47. 
21 Asikin, Zainal, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, 
hlm. 19. 
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Tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan 
tuntutan hak semaunya ke pengadilan. Untuk mencegah agar setiap orang tidak 
asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan 
pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai 
dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.22 
Selain pihak penggugat dan tergugat, dalam prakteknya sering pula ada 
pihak yang disebut sebagai pihak turut tergugat. Praktik hukum acara perdata, 
istilah tersebut lazim digunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang 
sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya 
mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak perkara dan dalam petitum, 
sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan 
(berdasarkan Putusan MA Tanggal 6-8-1973 No. 663 K/Sip/1997, Tanggal 1-8-
1973 No. 1038 K/Sip/1972). Namun, dalam praktek tidak dikenal turut penggugat. 
Sehingga kalau dicantumkan dalam gugatan, mereka disebut sebagai penggugat.23 
Ciri yang melekat pada gugatan perdata atau dalam persidangan lazimnya 
hanya disebut sebagai gugatan adalah: 
a. Permasalah hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa, 
b. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak, 
c. Berarti gugatan perdata bersifat partai, dengan kompisisi pihak yang satu 
bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat (yang mengajukan gugatan) 
dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat (pihak lawan).24 
                                                            
22  Ari, Ivan, Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan, Online: 
http://www.google.com., diakses tanggal 21 September 2019. 
23  Syahrani, Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004, hlm. 31. 
24 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 47. 
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2. Syarat-Syarat Gugatan 
Surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal, adapun syarat formal 
tersebut yaitu sebagai berikut:  
a. Di dalam susunan gugatan, antara subjek dan objek gugatan, maupun antara 
posita dengan petitum gugatan haruslah jelas, misalnya identitas penggugat 
dan tergugat, serta objek gugatan, alasan atau dasar hukum penggugat 
mengajukan gugatan (surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan 
dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 
tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973); 
b. Di dalam gugatan haruslah memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi 
dasar gugatan, sehingga sejalan dengan permintaan-permintaan penggugat 
yang dimuat dalam petitum (gugatan yang tidak lengkap menyebabkan 
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah 
Agung, tanggal 28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955); 
c. Di dalam gugatan harus juga memperhatikan logika-logika hukum yang dapat 
menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat 
gugatan, misalnya, perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang 
menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.25  
Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat 
tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, 
sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis disebut dengan 
surat gugatan. Gugatan harus diperhatikan oleh penggugat bahwa gugatan 
                                                            
25 Hutagalung, Sophar Maru, Op Cit., hlm. 57-58. 
  
20 
diajukan kepada peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Dalam 
hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan/kompetensi yaitu:  
a. Kewenangan/kompetensi absolut yang menyangkut pembagian kekuasaan 
antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut 
pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechtsmacht); 
b. Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili 
antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal 
para pihak, terutama tergugat (distributie van rechtsmacht). Pengaturan 
mengenai kompetensi relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR.26  
Ada beberapa aturan tambahan kompetensi relatif terkait pengajuan 
gugatan yaitu: Pertama, jika kedua pihak memilih tempat tinggal spesial dengan 
akte yang tertulis, maka penggugat jika ia mau dapat mengajukan gugatan kepada 
ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya tempat tinggal yang dipilih itu 
terletak (Pasal 118 ayat (4) HIR). Kedua, jika tergugat tidak mempunyai tempat 
tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa mengadili ialah Pengadilan Negeri dari 
tempat kediamannya tergugat, dan Ketiga, jika Tergugat juga tidak mempunyai 
tempat kediaman yang diketahui, jikalau tergugat tidak terkenal, gugatan diajukan 
kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya penggugat atau di tempat 
tinggalnya salah seorang dari para tergugat atau jika gugatannya mengenai barang 
tak bergerak misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan 
negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).27  
                                                            
26 Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori 
dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 11. 
27 Soepomo,  Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, 
hlm. 22-23. 
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3. Bentuk dan Formulasi Surat Gugatan 
Pengajuan gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik 
berbentuk lisan dan tulisan.28 
a. Berbentuk Lisan. Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis atau 
dengan kata lain buta huruf dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya 
secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili 
gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkan surat gugatan. Sebagaimana diatur 
dalam Pasal 120 HIR: Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan 
boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; ketua itu akan 
mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya. (HIR. 101, 186, dst., 207, 
209, 238).29 
b. Berbentuk Tulisan. Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang 
berbentuk tertulis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR 
(Pasal 142 Rbg). Menurut Pasal tersebut, gugatan harus dimasukkan kepada 
pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh 
penggugat atau kuasanya.30 
Penyususan suarat gugatan oleh penggugat yang berbentuk tulisan haruslah 
memperhatikan formulasi surat gugatan sebagai perumusan terhadap surat gugatan 
yang akan diajukan. Formulasi tersebut merupakan syarat formil yang harus 
dipenuhi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  Persyaratan  mengenai  isi  gugatan  terdapat  dalam  Pasal 8 Ayat (3) Rv  
                                                            
28 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 48.. 
29 Daud, A. Wahab, H.I.R. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Pusbakum 2002, hlm. 11. 
30 Harahap, M.Yahya, Op Cit., hlm. 49. 
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(Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) yang mengharuskan gugatan pada 
pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya 
hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan 
(middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita), 
dan petitum atau tuntutan.31 
Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) sebenarnya sudah tidak 
berlaku lagi di Indonesia, hal ini juga diatur dalam Pasal 393 HIR bahwa dalam 
hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan orang Indonesia tidak 
boleh diperlakukan bentuk-bentuk acara lebih atau lain dari pada apa yang 
ditetapkan dalam Reglemen ini, namun untuk melaksanakan hukum materil yang 
dimuat dalam BW, HIR tidak selalu mempunyai peraturan-peraturan yang 
diperlukannya. Olehnya itu, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 13 
Desember 1952 (Hukum, th. 1954, No. 1 hal. 53) mengatakan bahwa menurut asas 
hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Rv boleh dipakai sebagai 
pedoman dalam halhal yang tidak diatur dalam HIR bilamana perlu sekali untuk 
melaksanakan hukum materil.32 
Soepomo juga menjelaskan bahwa Reglamen Indonesia (dan 
Rechtsreglement Buitengewesten) tidak menetapkan syarat-syarat tentang isi 
gugat. Misalnya tidak diharuskan, seperti halnya dengan gugat (dagvaarding) 
dalam hukum acara perdata Eropa (yang di Indonesia telah tidak berlaku lagi), 
bahwa gugat harus memuat: “demiddelen en het onderwerp van de eis, met een 
                                                            
31 Mertokusumo,  Sudikno,  Hukum  Acara  Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006, 
hlm. 54. 
32 Soepomo,  Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita. 2002, 
hlm. 11. 
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duidelijke en bepaalde conclusive”, artinya harus memuat apa yang dituntut 
terhadap tergugat, dasar-dasarnya penuntutan tersebut dan bahwa tuntutan itu 
harus terang dan tertentu.33 
Menurut Soedikno Mertokusumo, dikenal dua macam teori tentang 
penyusunan surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata. 
a. Substantieringstheorie. Teori ini menyatakan bahwa dalam surat gugatan perlu 
disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa 
hukum yang menjadi dasar gugatan yang akan diajukan. 
b. Individuaseringstheorie. Teori ini menjelaskan bahwa kejadian-kejadian yang 
disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan 
hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu 
disebutkan dalam surat gugatan karena hal itu dapat dikemukakan dalam 
sidang disertai pembuktiannya.34 
Akan tetapi, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sesuai perkembangan 
praktik peradilan yang terjadi, terdapat kecenderungan yang menuntut formulasi 
gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan 
sistem dagvaarding.35 Yurisprudensi Mahkamah Agung di beberapa putusannya 
juga memberikan fatwa tentang bagaimana surat gugatan itu disusun: 
a. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup 
memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan. 
(Putusan MA Tanggal 15-3-1970 No. 547 K/Sip/1972).36 
                                                            
33 Ibid., hlm. 24. 
34 Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. 
2000, hlm. 38. 
35 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 51. 
36 Syahrani, Riduan, Op Cit., hlm. 25. 
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b. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MA Tanggal 21-11-
1970 No. 492 K/Sip/1970).37 
c. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan MA 
Tanggal 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975).38 
d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, 
batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan MA Tanggal 9-7-1973 No. 
81K/Sip/1971).39 
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat gugatan 
yaitu: 
a. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasa 
hukumnya) yang secara tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan 
berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Kuasa hukum tersebut bertindak 
berdasarkan surat kuasa khusus. 
b. Surat gugatan diberi tanggal dan menyebut dengan jelas identitas para pihak. 
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan tidak 
dilarang untuk me ncantumkan identitas yang lebih lengkap lagi berupa umur, 
pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa. 
c. Surat gugatan harus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang 
berkompeten dengan membayar suatu persekot (uang muka) perkara. 
Pengadilan Negeri yang dituju harus ditulis dengan tegas dan jelas sesuai 
dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. 
                                                            
37 Soeroso, R., Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat 
Gugatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 138. 
38 Soeroso, R., Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi, 
Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm. 29. 
39 Rambe, Ropaun, Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 242. 
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d. Fundamentum Petendi. Fundamentum Petendi atau posita berarti dasar 
gugatan atau dasar tuntutan. Posita berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya 
hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan daripada tuntutan 
(middellen van den eis). Hal tersebut menjadi landasan pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara di persidangan. 
e. Petitum (tuntutan). Petitum ialah apa yang oleh penggugat diminta atau 
diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan dijawab di 
dalam dictum atau amar putusan.40 
Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu 
bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian 
yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan 
duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak 
atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Uraian 
yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang 
dijadikan dasar tuntutan. Fundamentum Petendi harus memuat hak atau peristiwa 
yang akan dibuktikan di persidangan nanti, yang memberi gambaran tentang 
kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan yang diajukan.41 
Sebagaimana Pasal 163 HIR (Pasal 283 RBG, 1865 KUH Perdata) 
mengatur bahwa: barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau 
menyebut suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak 
orang  lain,  harus  membuktikan  adanya  hak  itu  atau  adanya  kejadian itu. Oleh  
                                                            
40 Sugeng, Bambang & Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara 
Perdata, Surabaya: Kencana, 2009, hlm. 26. 
41 Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 54. 
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karena itu, petitum yang dirumuskan oleh penggugat harus dengan jelas dan tegas 
(een duidelijke en bepaalde conclusive: Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila 
Pasal 8 Rv tidak diikuti, akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima).  
Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa 
tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya 
tuntutan tersebut. Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang ”tidak jelas” 
dengan yang “tidak sempurna”.42 Tuntutan dibagi dalam tiga bentuk yaitu: 
a. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan 
pokok perkara. 
b. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya 
dengan pokok perkara, biasanya tuntutan tambahan berupa: 
1) Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara 
2) Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad, yaitu tuntutan agar putusan dapat 
dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.  
3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir) apabila 
tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu. 
4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), 
apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia 
tidak memenuhi isi putusan. 
5) Tutntutan terkait penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan 227 HIR. 
6) Permintaan agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan provisi yang 
diambil sebelum perkara pokok diperiksa, mengenai hal-hal yang 
                                                            
42 Ibid., hlm. 55. 
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berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum 
perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap.43 
c. Tuntutan subsidiair atau pengganti selalu diajukan sebagai pengganti apabila 
hakim berpendapat lain. Tuntutan subsidiairbiasanya bertuliskan “mohon 
putusan yang seadil-adilnya” (ex aequo et bono).44 
Gugatan pihak penggugat juga biasanya dibarengi dengan tuntutan provisi 
dengan mengemukakan berbagai alasan-alasan. Tuntutan provisi bersifat 
sementara dan mendesak. Pihak penggugat memohon untuk diadakan tindakan 
pendahuluan sebelum adanya putusan akhir. Tuntutan ini harus dijatuhkan putusan 
provisi berdasarkan Pasal 286 Rv. Apabila tuntutan provisi bukan tidakan 
sementara, tetapi sudah materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan 
provisi tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan 
melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang.45 Penyusunan surat 
gugatan, unsur-unsur yang harus diperhatikan: kepala surat, ditujukan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri berwenang, identitas pihak berperkara, fundamentum 
petendi, petitum dan tanda tangan dari penggugat atau kuasa hukumnya. 
B. Tinjauan Umum tentang Eksepsi  
1. Pengertian Eksepsi  
Exceptie (Belanda), exception (Inggris) memiliki pengertian umum yaitu 
pengecualian.46 Undang-undang tidak menjelaskan pengertian eksepsi. Eksespsi 
merupakan bantahan yang menangkis tuntutan penggugat sedangkan pokok 
                                                            
43 Sugeng, Bambang & Sujayadi, Op Cit., hlm. 28. 
44 Syahrani, Riduan, Op Cit., hlm. 29. 
45 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 885. 
46 Wojowasito, S., Op Cit., hlm. 185. 
  
28 
perkara tidak langsung disinggung. Dalam hukum acara, secara umum eksepsi 
dapat diartikan sebagai suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat 
terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang 
berisi tuntutan batalnya gugatan.47 
Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar peradilan mengakhiri proses 
pemeriksaan tanpa lebih lanjutmemeriksa materi pokok perkara.48 Pengakhiran 
yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan:  
a. Menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima 
(niet otvankelijk);  
b. Berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa 
menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.49 
 
2. Jenis-Jenis Eksepsi  
Mengenai eksepsi, HIR hanya mengenal satu macam eksepsi saja yaitu 
eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim. Pasal 125 ayat (2), Pasal 132, Pasal 
133 dan Pasal 134 HIR hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan 
relatif. Kedua macam eksepsi di atastermasuk eksepsi yang menyangkut acara 
dalam hukum acara perdata disebut eksepsi prosesuil. Faure membagi eksepsi 
menjadi eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil.50 
Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak 
diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan in limine 
                                                            
47 Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 122. 
48 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 418. 
49 Ibid., hlm. 421. 
50 Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 122. 
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litis, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara.51 Menurut Lilik Mulyadi, 
eksepsi prosesuil adalah eksepsi atau tangkisan tergugat/para tergugat atau 
kuasanya yang hanya menyangkut segi acara.52 Macam-macam eksepsi prosesuil 
adalah:  
a. Eksepsi deklinator (declinatoir exceptie; declinatory exception) yaitu eksepsi 
atau tangkisan dalam hukum acara perdata yang diajukan oleh tergugat/para 
tergugat atau kuasanya dengan berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) 
yaitu tentang:  
1. Kompetensi absolut, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk 
mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar 
gugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri tetapi merupakan 
wewenang badan peradilan yang lain bertitik tolak dari Pasal 2 ayat (1) jo. 
Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman 
terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan 
Peradilan Tata Usaha Negara.53 
Selain ketentuan tersebut terdapat kekuasaan mengadili peradilan 
khusus yang bersifat extra judicial yang secara absolut berwenang 
mengadili sengketa tertentu diatur dalam undang-undang tertentu seperti 
Arbitrase, P4D/P4P, Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Pelayaran. Apabila 
sengketa yang terjadi merupakan wewenang badan peradilan khusus, tetapi 
                                                            
51 Ibid., hlm. 122. 
52 Mulyadi, Op Cit., hlm. 137. 
53 Ibid., hlm. 137. 
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penggugat mengajukan ke Pengadilan Negeri, maka tergugat dapat 
mengajukan eksepsi kompetensi absolut.  
2. Kompetensi relatif, bahwa suatu Pengadilan Negeri tertentu adalah tidak 
berwenang mengadili perkara tertentu, misalnya perkara yang diajukan 
bukan wewenang Pengadilan Negeri Bandung untuk mengadilinya tetapi 
merupakan wewenang Pengadilan Negeri Cianjur. Eksepsi tersebut 
berkaitan dengan Pasal 118 HIR yang mengatur mengenai kompetensi 
relatif yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.  
b. Eksepsi inkracht van gewijsde zaak yaitu eksepsi yang diajukan oleh 
tergugat/para tergugat atau kuasanya atas surat gugatan penggugat yang telah 
pernah diperkarakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga 
surat gugatan penggugat/para penggugat atau kuasanya adalah ne bis in idem 
berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata.54 
Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya 
terbatas mengenai substansi putusan tersebut. Gugatan yang diajukan dengan 
dalil hukum yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam 
hubungan yang sama dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, maka di dalam putusan tersebut melekat unsur ne bis in idem 
atau res judicata.55 
c. Eksepsilitis pendentis yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat apabila 
sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa 
                                                            
54 Ibid., hlm. 139. 
55 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 440. 
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oleh pengadilan. Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang 
sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses 
dalam lingkungan peradilan lain. 
d. Eksepsi diskualifikator (disqualificatoire exceptie) yaitu eksepsi yang diajukan 
oleh tergugat/para tergugat atau kuasanya atas surat gugatan pihak penggugat 
atau kuasanya karena mereka tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk 
mengajukan gugatan. 
e. Eksepsi plurium litis consortium yaitu eksepsi tergugat/para tergugat atau 
kuasanya yang menyatakan surat gugatan harus ditolak karena mengandung 
cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat. 
f. Eksepsi koneksitas (connexiteit exceptie) yaitu eksepsi yang diajukan 
tergugat/para tergugat atau kuasanya atas surat gugatan yang ada 
koneksitas/hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh 
pengadilan/instansi laindan belum ada putusan. 
g. Eksepsi Van Beraadyaitu eksepsi yang diajukan tergugat/para tergugat atau 
kuasanya atas surat gugatan dimana sebenarnya belum waktunya diajukan 
karena dalam perkara tergugat/para tergugat mempunyai hak untuk berpikir 
terlebih dahulu.56 
h. Eksepsi surat kuasa khusus tidaksah yaitu eksepsi yang diajukan tergugat/para 
tergugat atau kuasanya terhadap surat kuasa yang tidak memenuhi syarat 
bertitik tolak dariPasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun1971 jo. 
SEMA Nomor 6 Tahun 1994.57 
                                                            
56 Mulyadi, Op Cit., hlm. 139-140. 
57 Harahab, M. Yahya, Op Cit., hlm. 437. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, surat kuasa khusus harus dengan tegas 
dan jelas menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan 
Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, identitas para pihak yang 
berperkara, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek 
perkara yang diperkarakan serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan 
pemberi kuasa. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa 
mengandung cacat formil dan tergugat dapat mengajukan eksepsi agar 
Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan 
gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa 
khusus yang tidak sah.  
i. Eksepsi error in persona yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat/para 
tergugat atau kuasanya karena pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru dan 
tidak tepat.58 
j. Eksepsi obscuur libel, berdasarkan yurisprudensi, teori, dan praktek hukum 
acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan 
sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) apabila posita gugatan 
tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung 
petitum.59 
Dalam praktik, bentuk eksepsi obscuur libel didasarkan pada faktor-
faktor yaitu:  
1) Posita atau fundamentum petenditidak menjelaskan dasar hukum dalil 
gugatan dan kejadian yang mendasari gugatan atau sebaliknya.  
                                                            
58 Ibid., hlm. 439. 
59 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara 
perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri. 
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2) Tidak jelasnya obyek sengketa  
3) Petitum gugat tidak jelas atau ada kontradiksi antar posita dengan petitum 
sehingga gugatan menjadi kabur. Antara posita dengan petitum harus 
saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Hal-hal yang dapat 
dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang 
didalilkan dalam posita.  
4) Penggabungan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 
dalam satu gugatan. Misalnya dalam posita, gugatan didasarkan atas 
perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan 
melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan seperti itu mengandung 
kontradiksi dan gugatan dikategorikan obscuur libel.  
 Eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas 
ketentuan hukum materiil.60 Eksepsi berdasarkan hukum materiil ada 2 macam, 
yakni:  
a. Eksepsi dilatoir  
Eksepsi dilatoir adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan 
penggugat belum dapat dikabulkan. Disebut juga dilatoria exceptie, yang 
berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya 
di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih 
terlampau dini. Misalnya oleh karena penggugat telah memberikan penundaan 
pembayaran. Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk 
menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian 
belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah 
                                                            
60 Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 123. 
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dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan 
antara kreditur dan debitur.61 
Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang 
menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka 
waktunya. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, 
padahal pewaris masih hidup. Gugatan itu prematur. Selama pewaris masih 
hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda.  
b. Eksepsi peremptoir.  
Eksepsi peremptoir adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya 
gugatan, misalnya karena gugatan telah diajukan lampau waktu, dengan 
perkataan lain telah kadaluwarsa, atau bahwa utang yang telah menjadi dasar 
gugatan telah dihapuskan. Eksepsi ini berisi sangkalan, yang dapat 
menyingkirkan (set a side) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat 
diperkarakan. Bentuk eksepsi peremtoria, 62 terdiri dari:  
1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa). Menurut Pasal 1964 KUHPerdata, 
daluwarsa atau lewat waktu menjadi dasar hukum untuk memperoleh 
sesuatu dan untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah 
jangka waktu tertentu. Eksepsi daluwarsa dapat diajukan pada setiap 
tingkat pemeriksaan maupun pada tingkat banding berdasarkan Pasal 1951 
KUHPerdata. Dengan demikian eksepsi ini tidak tunduk pada ketentuan 
Pasal 136 HIR, sehingga tidak mesti diajukan pada jawaban perdata 
bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara. Meskipun boleh 
                                                            
61 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 457. 
62 Ibid., hlm. 458-462. 
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diajukan pada setiap tingkat pemerikasaan, namun penerapannya tidak 
dibenarkan secara ex-officiooleh hakim, tetapi mesti diajukan oleh pihak 
tergugat sebagai eksepsi. Eksepsi daluwarsa diperiksa dan diputus 
bersama-sama dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus tersendiri 
dalam bentuk putusan sela, tetapi sekaligus merupakan bagian yang tidak 
terpisah dengan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir. 
2) Exceptio doli mali/presentis. Eksepsi berisi keberatan mengenai penipuan 
yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi merupakan eksepsi yang 
menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan 
perjanjian. Eksepsi ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUH 
Perdata yang berbunyi ”Penipuan merupakan salah satu alasan untuk 
pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu 
pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa yang lain 
tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat 
tersebut.”Berhasil atau tidaknya eksepsi ini menyingkirkan gugatan atas 
alasan adanya penipuan yang dilakukan penggugat, tergantung kepada 
tergugat untuk membuktikan membuktikannya.  
3) Exceptio metus. Tergugat dapat mengajukan jenis eksepsi ini apabila 
gugatan yang diajukan penggugat bersumber dari perjanjian yang 
mengandung paksaan (dwang) atau compulsion (duress). Eksepsi ini 
berkaitan dengan ketentuan Pasal 1323 KUHPerdata yang menegaskan 
bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, 
merupakan alasan batalnya perjanjian, meskipun hal itu dilakukan oleh 
pihak ketiga asal untuk kepentingan orang yang membuat perjanjian. Akan 
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tetapi meurut Pasal 1324 KUH Perdata, suatu paksaan baru dapat 
dibenarkan menjadi dasar membatalkan perjanjian apabila paksaan tersebut 
sedemikian rupanya menimbulkan ketakutan bagi orang yang berpikiran 
sehat, bahwa dirinya, atau harta kekayaannya terancam. Berhasil tidaknya 
eksepsi membatalkan perjanjian, tergantung tergugat dalam membuktikan 
terjadinya paksaan yang dilakukan pengugat saat perjanjian dibuat.  
4) Exceptio non adimpleti contractus. Eksepsi yang dapat dikemukakan oleh 
debitor dalam hal tuntutan kreditor mengenai pembatalan perikatan dengan 
ganti rugi, biaya, dan bunga atas wanprestasi debitor ialah eksepsi exceptio 
non adimpleti contractus, artinya tangkisan bahwa kreditor sendiri tidak 
melaksanakan kewajiban membayar dalam jual beli secara tunai, maka 
debitor atau penjual tidak diwajibkan menyerahkan barang yang dijual 
berdasarkan Pasal 1478 KUHPerdata. 
5) Exceptio dominii. Eksepsi yang diajukan tergugat terhadap gugatan yang 
berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik 
penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat. Apabila tergugat 
mengajukan exceptio dominii berarti secara teknis, tergugat menyangkal 
gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 
KUHPerdata, penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil 
gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan bukan miliknya.  
6) Exceptio circumstance. Eksepsi yang meminta gugatan disingkirkan atas 
alasantergugat dalam keadaan yang lain dari biasa. Tergugat dalam 
keadaan force majeuryang tidak bisa dihindari sehingga secara objektif 
tergugat berada dalam situasi imposibilitas absolut memenuhi perjanjian. 
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3. Prosedur Mengajukan Eksepsi  
Pengajuan eksepsi diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 125 ayat (2), 
Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, 
terdapat perbedaan cara mengenai saat pengajuan eksepsi, dikaitkan dengan jenis 
eksepsi yang bersangkutan.  
a. Cara Mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut  
Pengajuan eksepsi kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 
RBg dan Pasal 132 Rv. Berdasarkan kedua pasal tersebut, eksepsi kompetensi 
absolut dapat diajukan tergugat setiapsaat selama proses pemeriksaan 
berlangsung di sidang tingkat pertama (PN) dan sejak proses pemeriksaan 
dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan. Dengan demikian, jenis eksepsi 
ini dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Bahkan hakim 
wajib secara exofficio memutus berkuasa tidaknya iamemeriksa perkara yang 
bersangkutan tanpa menunggu duajukannya eksepsi oleh pihak tergugat.  
b. Cara Mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif  
Pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dalam Pasal 125 ayat (2) 
dan Pasal 133 HIR/159 RBg. Berdasarkan Pasal 133 HIR, tergugat memiliki 
hak untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Sedangkan 
menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, tergugat diberi hak mengajukan 
jawaban tertulis yang di dalamnya dapat diajukan eksepsi kompetensi relatif 
yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan 
relatif PN yang bersangkutan.  
 Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, pengajuan eksepsi 
ini harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat 
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mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Apabila tidak 
terpenuhi, maka hak tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi 
kewenangan relatif akan menjadi gugur.  
c. Cara Mengajukan Eksepsi Di Luar Kompetensi  
Ditinjau dari doktrin hukum dan praktik peradilan sangat banyak 
eksepsi di luar eksepsi kompetensi. Ketentuan Pasal 114 Rv telah dijadikan 
pedoman oleh kalangan praktisi hukum bahwa semua eksepsi, kecuali 
mengenai kompetensi, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban 
pertama terhadap pokok perkara. Apabila tidak diajukan bersamaan pada 
jawaban pokok pertama, hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi. 
Antara Pasal 136 HIR/162 RBg dan Pasal 114 Rv, tidak terdapat perbedaan 
mengenai cara pengajuan eksepsi kompetensi relatif dengan eksepsi lain yang 
mesti diajukan pada jawaban pertama, bersamasama dengan jawaban terhadap 
pokok perkara.  
Menurut ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi harus diajukan sekaligus 
pada saat mengajukan jawaban keberatan terhadap pokok perkara, kecuali 
eksepsi mengenai kompetensi absolut, yang dapat diajukan tersendiri selama 
proses pemeriksaan berlangsung. Di luar prosedur itu, gugur hak tergugat 
untuk mengajukan eksepsi. Apabila tergugat tetap mengajukannya di luar 
jawaban pertama, eksepsi itu dianggap tidak ada.  
Penerapan diatas lebih tegas diatur dalam Pasal 114 Rv yang cenderung 
dijadikan pedoman oleh praktik pengadilan. Pasal 114 Rv menyatakan bahwa 
tergugat wajib mengajukan semua eksepsi bersama-sama dengan jawaban 
mengenai pokok perkara, apabila ketentuan tersebut dilanggar maka eksepsi 
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yang tidak diajukan gugur, dan jika jawaban pertama hanya memuat eksepsi 
saja tetapi tidak dibarengi dengan jawaban bantahanterhadap pokok perkara 
maka hilang hak tergugat untuk mengajukannya.63 
Sistem penerapan pengajuan yang cenderung menjadikan ketentuan 
Pasal 114 Rv sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No. 2150 
K/Pdt/1984 yang menyatakan, eksepsi berdasarkan Pasal 136 HIR jo. Pasal 
114 Rv ayat (1),harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan 
jawaban terhadap pokok perkara.64 
C. Tinjauan tentang Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri 
1. Pengertian Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan 
Sengketa perdata merupakan suatu perkara perdata yang terjadi antara para 
pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus 
diselesaikan oleh kedua belah pihak. Dari pengertian tersebut di atas, jelaslah 
sudah bahwa kalimat dari pada “sengketa” itu sendiri sudah menunjukkan adanya 
kepastian bahwa di dalamya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan 
oleh para pihak baik dengan cara kekeluargaan di luar persidangan maupun di 
muka hakim dalam persidangan pengadilan. Sedangkan perkara perdata 
(permohonan penetapan) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah 
masuk dalam pengertian sengketa karena permohonan penetapan suatu hak 
dimaksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon. 
Di dalam praktik para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di 
pengadilan umumnya sengketanya tentang terjadinya pelanggaran hak dan nyata-
                                                            
63 Ibid., hlm. 425. 
64 Ibid., hlm. 426. 
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nyata telah merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai 
di luar persidangan, yang mana pihak yang telah melakukan pelanggaran hak 
pihak lain tidak bersedia dengan sukarela memberikan ganti rugi kepada pihak 
yang telah dirugikan. Sehingga pihak yang telah dirugikan mengajukan 
permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah dilanggar 
oleh pihak lain agar diselesaikan oleh pengadilan dengan tujuan untuk 
memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.65 
Pemeriksaan sengketa perdata dapat terjadi apabila muncul suatu 
permasalahan yang menjadi dasar persengketaan tersebut. Pemeriksaan di 
Pengadilan Negeri berawal dari adanya sebuah gugatan yang diajukan oleh salah 
satu pihak yang terkait dalam sengketa perdata. Suatu sengketa agar dapat 
diperiksa dan diputus melalui persidangan di muka pengadilan terlebih dulu harus 
mengajukan gugatan tersebut. Gugatan disebut sebagai tuntutan hak sebagai 
tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan 
oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi 
sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan 
hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang dan 
menimbulkan kerugian bagi pihak lain.66  
Gugatan tersebut merupakan bentuk tuntutan hak dari salah satu pihak 
yang bertujuan untuk memulihkan hak seseorang tersebut yang telah dirugikan 
oleh pihak lain.67 Gugatan atau tuntutan hak akan dikabulkan apabila telah 
                                                            
65 Sarwono, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 7. 
66 Sudikno Mertokusumo, Op Cit., hlm. 2. 
67 Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2000, hlm. 15. 
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menjalani suatu proses persidangan, oleh karena itu suatu gugatan yang diajukan 
harus berdasar atas hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh 
pihak yang menuntut haknya tersebut. 
Proses pemeriksaan sengketa perdata sejak diajukannya gugatan sampai 
dengan pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri tidak lepas dari peran hakim. 
Menurut sistem HIR dan RBg hakim adalah aktif, tidak hanya aktif mencari 
kebenaran yang sesungguhnya atas sengketa yang ditanganinya, tetapi juga harus 
aktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat. Hakim memeriksa dan memutus sengketa perdata secara adil guna 
kembalinya hak pihak yang telah dirugikan oleh pihak lain.  
Pada proses tanya jawab di muka persidangan, para pihak yang 
bersengketa bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan 
sengketa tersebut. Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh 
kedua belah pihak. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan 
hukum sungguh-sungguh telah terjadi, hakim memerlukan pembuktian yang 
meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, dan adil. Oleh 
karena itu, para pihak yang bersengketa wajib memberikan keterangan disertai 
bukti-bukti menurut hukum mengenai sengketa yang telah terjadi.  
2. Tahap-Tahap Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri 
a. Tahap-tahap tindakan sebelum proses pemeriksaan di muka persidangan 
Pasal 121 HIR merupakan dasar hukum bagi pencatatan sengketa oleh 
panitera, kemudian pada Pasal 121 ayat (4) HIR mengharuskan membayar biaya 
sengketa sebelum dicatat dalam register/daftar sengketa. Biaya ini meliputi biaya 
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kepaniteraan, biaya untuk pengadilan, pemberitahuan para pihak disertai materai. 
Berdasarkan Pasal 182, 183 HIR apabila diminta bantuan pengacara maka harus 
dikeluarkan biaya pula.  
Pengajuan gugatan ke pengadilan nengeri harus ditujukan kepada 
pengadilan negeri yang memiliki wewenang memeriksa dan memutus dalam 
pengadilan tingkat pertama. Menurut hukum acara perdata hal trsebut didasarkan 
pada dua kewenangan, yaitu : 
1) Wewenang mutlak (absolute competentie), wewenang mutlak dari pengadilan 
negeri dalam sengketa perdata adalah kekuasaan yang dimilikinya untuk 
mengadili setiap sengketa perdata, meliputi semua sengketa hak milik dan hak-
hak yang muncul karenanya serta hal-hak keperdataan lainnya. Hal ini disebut 
attributie van rechtsmacht yakni pemberian kekuasaan mengadili tentang suatu 
sengketa. 
2) Wewenang relatif (relative completentie), wewenang relatif menyangkut 
pembagian kekuasaan hakim. Hal ini disebut distributie van rechtspraak yakni 
pembagian kekuasaan mengadili sesama pengadilan negeri.68 Pasal 118 HIR 
menentukan bahwa : 
a) Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan 
negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani 
oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua 
pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika 
tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. 
                                                            
68 Sarwono, Op Cit., hlm. 62-63. 
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b) Jika yang menjadi tergugat lebih dari satu orang maka penggugat dapat 
memilih tempat tinggal dari salah seorang tergugat. 
c) Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun 
tempat tinggal yang nyata. Dalam hal ini gugatan diajukan ke pengadilan 
negeri dimana penggugat tinggal. 
d) Sedangkan apabila gugatan mengenai benda tetap maka gugatan itu harus 
diajukan ke pengadilan negeri tempat benda itu berada.69 
b. Tahap-tahap selama proses persidangan 
Setiap penggugat sangat menghendaki gugatannya dikabulkan. Oleh 
karena itu dia berkepentingan pula seandainya gugatannya dikabulkan maka dapat 
dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan. Untuk menjamin hak penggugat 
dalam hal gugatannya dimenangkan, maka undang-undang menyediakan upaya 
hukum yaitu penyitaan (beslag) yang merupakan tindakan persiapan untuk 
menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. 
Penyitaan sebagai jaminan (sita jaminan) dapat dilakukan baik terhadap 
barang milik penggugat sendiri yang ada di tangan orang lain, maupun terhadap 
milik tergugat. Sita jaminan terhadap barang milik penggugat sendiri ada dua 
macam, yaitu sita revendicatoir dam sita marital: 
1) Sita revindicatoir (revindicatoir beslag). Berdasarkan Pasal 226 HIR sita 
revindicatoir, yaitu penyitaan terhadap barang tidak tetap milik penggugat 
yang berada di tangan tergugat (hanya sebagai pemegang saja), dengan 
maksud untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang kembali 
pada penggugat. 
                                                            
69 Ibid., hlm. 57. 
  
44 
2) Sita maritaal (maritaal beslag). Berdasarkan Pasal 823 RV sita maritaal, yaitu 
penyitaan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya 
untuk melindungi hak pemohon (harta bersama/gono gini) selama pemeriksaan 
sengketa perceraian berlangsung. 
Sita jaminan terhadap barang milik tergugat sendiri ada dua macam, yaitu 
sita consevatoir dan sita eksecutorial : 
1) Sita consevatoir (consevatoir beslag). Berdasarkan Pasal 227 HIR sita 
conservatoir, yaitu sita jaminan terhadap barang (bergerak dan tidak bergerak) 
milik tergugat. Sita conservatoir merupakan tindakan persiapan dari tergugat 
untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dapat menguangkan 
atau menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. 
2) Sita eksecutorial (eksecutorial beslag). Apabila gugatan penggugat dikabulkan 
(menang) maka sita conservatoir perlu mendapat titel eksecutorial. Dengan 
demikian mengubah sita jaminan ini menjadi sita eksecutorial.70 
c. Tahap-tahap pemeriksaan di muka persidangan 
Pemeriksaan sengketa di muka persidangan atau sidang pengadilan 
dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri dari tiga 
orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai hakim 
anggota. Menurut sistem HIR dan RBg hakim aktif memimpin acara dari awal 
hingga akhir sidang. Diawali dengan hakim ketua menyatakan sidang terbuka 
untuk umum dan segera memulai memeriksa identitas para pihak. Tahapan-
tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah sebagai berikut: 
                                                            
70 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 326-363. 
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1) Acara verstek (tanpa hadir tergugat). Verstek adalah pernyataan bahwa 
tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Apabila pada hari sidang 
pertama yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh 
wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut, maka gugatannya 
dinyatakan gugur dan dia dihukum membayar biaya sengketa. Akan tetapi, dia 
berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar lebih dahulu 
biaya sengketa tersebut (Pasal 124 HIR, 148 RBg). 
2) Persidangan di muka sidang pengadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi merupakan salah satu proses 
penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan 
akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang 
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam 
proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif 
mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan 
memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di 
samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). 
Bahwa dalam hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR maupun 
Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian 
yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke 
dalam prosedur berperkara di pengadilan negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 
130 ayat (1) HIR, dan Pasal 154 ayat (1) RBg, bila pada hari sidang yang telah 
ditentukan kedua belah pihak hadir, hakim ketua berupaya untuk 
mendamaikan mereka. Upaya damai tidak hanya pada permulaan sidang 
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pertama, melainkan sampai sidang berakhir pun sebelum hakim ketua 
mengetokkan palu putusannya. Terdapat dua kemungkinan terhadap hasil 
upaya perdamaian tersebut, yaitu: 
a) Apabila perdamaian di muka sidang dapat tercapai, maka acara berakhir 
dan majelis hakim membuatkan akta perdamaian dan mempunyai kekuatan 
berlaku serta dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 ayat (2) 
HIR, Pasal 154 ayat (2) RBg). 
b) Apabila perdamaian tidak tercapai, maka srat gugatan dbaca dan 
persidangan dimulai (Pasal 131 ayat (1) HIR). 
3) Jawaban tergugat. Dalam pemeriksaan sengketa di muka sidang pengadilan 
negeri, jawaban kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting. Na mun 
yang dikemukakan oleh tergugat merupakan hal yang lebih penting karena 
tegugat menjadi sasaran penggugat. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan, 
bantahan, tangkisan (exceptie), dan referte (tergugat tidak membantah, tetapi 
tidak pula membenarkan isigugatan. 
4) Gugatan balik. Atau yang biasa disebut dengan gugatan rekonvensi diatur 
dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR yang menyatakan gugatan yang diajukan 
tergugat sebahai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat 
kepadanya dan gugatan rekonvensi diajukan tergugat kepada PN pada saat 
berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. 
5) Eksepsi. Tangkisan pihak tergugat yang tidak ada hubungannya dengan pokok 
perkara, tetapi tangkisannya hanya mempermasalahkan tentang pengadilan 
negeri tidak berwenang mengadili karena berdasarkan kompetensi relatif 
masuk wewenang pengadilan negeri lain. 
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6) Replik. Jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban 
tergugat atas gugatannya. Replik diajukan penggugat untuk meneguhkan 
gugatannya,dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan 
tergugat dalam jawabannya. 
7) Duplik. Jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Sama 
dengan replik, duplik inipun dapat diajukan baik secara tulisan maupun lisan. 
Dupllik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya 
berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. 
8) Pembuktian. Suatu kegistan atau proses untuk meyakinkan hakim atas apa 
yang dituntut, atau apa yang disengketakan agar dalil-dalil yang dikemukakan 
menjadi jelas dan terang benderang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 
pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada 
hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 
kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu 
perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam 
perkaraperkara pwermohonan yang menghasilkan suatu penetapan. Pasal 283 
RBg/163 HIR: “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau 
mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk 
membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”. 
D. Tinjauan tentang Putusan Hakim 
1. Pengertian Putusan Hakim  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, apabila 
pemeriksaan perkara selesai, Majeli Hakim karena jabatannya melakukan 
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musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan 
dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 
121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan 
Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap 
pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis 
menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau 
pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah 
bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak 
yang berperkara.71 Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir 
dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. 
Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang 
memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman 
terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi 
hukum ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana 
pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, 
hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan 
prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau 
yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, 
sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara atau denda. 
Persidangan dalam hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu 
perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti 
yang akurat dan atau untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat 
memberikan putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil, dan 
                                                            
71 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 797. 
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putusan provisionil, yang mana dalam hukum acara perdata kesemua putusan 
tersebut disebut sebagai putusan sela saja karena putusan ini sifatnya hanyalah 
sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan, 
sedangkan dalam praktik perbedaanya tidaklah penting. 
Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini 
adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses 
pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim 
yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, 
ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek 
yang disengketakan. 
Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi ”putusan 
pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perdata. Jika kita 
bertolak pada ketentuan Pasal 184 HIR, Pasal 195 RBg, Pasal 25 ayat (1) Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan pengertian atau batasan terhadap ”putusan 
hakim”. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas pada asasnya hanya menentukan hal-
hal yang harus ada dan dimuat oleh ”putusan hakim”. Pandangan doktrin dan 
rancangan perundang-undangan hukum acara perdata mengenai putusan hakim 
adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang 
untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan 
suatu sengketa atau sengketa antara para pihak. 
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Indang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa semua 
putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan 
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dalam sidang terbuka untuk umum.72 Selanjutnya dalam Bab I Pasal 5 Rancangan 
Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2007 menyatakan bahwa putusan 
hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang 
terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri 
gugatan. 
Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan 
sengketaperdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural 
hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan 
menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa.73 Dari batasan sebagaimana 
penulis formulasikan tersebut, maka dapatlah lebih detail disebutkan pada 
hakikatnya ”putusan hakim” merupakan : 
a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan sengketa perdata yang terbuka 
untuk umum. Dalam konteks ini putusan diucapkan oleh hakim karena adanya 
kewenangan dari peraturan perundang-undangan untuk menerima, memeriksa, 
dan memutus sengketa. 
b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata 
pada umumnya. Hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural 
hukum acara perdata pada umumnya mempunyai kekuatan mengikat dan sah. 
c. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam praktik putusan hakim haruslah 
dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan bentuk tertulis ini dimaksudkan agar 
putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada para pihak bersengketa, 
                                                            
72 Manan, Bagir, Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 
2004, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 207. 
73 Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2009, hlm. 149. 
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dikirim kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia 
apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, 
bahan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas sengketa. 
d. Putusan hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu 
sengketa. Pada hakikatnya seorang yang ”merasa” dan ”dirasa” bahwa haknya 
telah dilanggar orang lain dan kemudian mengajukan gugatan adalah bertujuan 
agar sengketa tersebut oleh hakim diselesaikan atau diakhiri. Alat atau sarana 
penyelesaian sengketa adalah melalui ”putusan hakim”. 
 
2. Jenis-jenis Putusan Hakim 
a. Dari aspek kehadiran para pihak 
1) Putusan gugatan gugur. Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR, Pasal 
77Rv. Jika penggugat tidak datang pada sidang yang ditentukan, atau tidak 
menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, 
dalam kasus yang seperti itu: 
a) Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan 
penggugat 
b) Berbarengan dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara. 
2) Putusan verstek. Mengenai bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) 
HIR, Pasal 78 Rv. Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan 
yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas 
keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. 
3) Putusan contradictoir. Putusan contradictoir adalah putusan yang menyatakan 
bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persdangan, tetapi dalam 
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persidangan selanjutnnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir 
walaupun telah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat atau salah satu 
tergugat tidak hadir dalam sidang-sidang berikutnya, secara yuridis hakim 
menangani perkara tersebut dapat memberikan putusan contadictoir. Dalam ha 
ini terjadi demikian, maka tergugat atau para teergugat tidak diperkenankan 
mengajukan perlawanan atas putusan pengadilan negeri, tetapi perlawanannya 
hanya diperbolehkan diajukan dalam tingkat banding ke pengadilan tinggi 
(Pasal 127 HIR).74 
b. Putusan ditinjau dari sifatnya 
1) Putusan deklarator. Putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang 
suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya putusan yang 
menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas 
benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, dan 
lain-lain. 
2) Putusan constitutief. Putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik 
yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan 
keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang 
meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami 
dan istri sehingga putusan ini meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan 
berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suamiistri sebagai 
janda dan duda. 
3) Putusan condemnatoir. Putusan yang memmuat amar menghukum salah satu 
pihak yang berperkara. Pada umumnya putusan ini terjadi disebabkan oleh 
                                                            
74 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 873-875. 
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karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang 
bersumber perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan 
perkaranya diselesaikan dipengadilan. Misalnya hukuman untuk membayar 
ganti rugi, hukuman untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan 
rumah yang berdiri diatasnnya sebagai pelunasan utang.75 
c. Putusan ditinjau pada saat penjatuhan 
1) Putusan Sela  
Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau 
Pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut hakim dapat mengambil atau menjatuhkan 
putusan yang bukan putusan akhir (eind vonnis), yang dijatuhkan pada saat 
proses pemeriksaan berlangsug. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi 
merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara.  
Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang 
berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, 
sebelum dia menjatuhkan putusan akhir. Sehubung dengan itu dalam teori dan 
praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara 
lain sebagai berikut. 
a) Putusan preparatoir. Putusan sela yang dipergunakan untuk 
mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas 
pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk 
mempersiapkan putusan akhir. Misalnya putusan yang menolak atau 
menerima menundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi. 
                                                            
75 Ibid., hlm. 876-878. 
  
54 
b) Putusan interlocutoir. Putusan sela yang berisi tentang perintah untuk 
mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada 
pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan 
untuk menentukan putusan akhir. Putusan ini dapat mempengaruhi putusan 
akhir karena hasil dari pemeriksaanterhadap alat-alat bukti dapat 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan 
akhir. Misalnya pengambilan sumpah, pemeriksaan para saksi, 
pemeriksaan saksi ahli, dan lain-lain. 
c) Putusan insidentil. Putusan sela yang berhubungan dengan insident atau 
peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk 
sementara. Misalnya kematian kuasa salah satu pihak, baik itu tergugat 
maupun penggugat. 
d) Putusan provisi. Putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir 
sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil 
menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang 
sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak. Misalnya 
putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar di 
perkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama proses 
persidangan berlangsung.76 
2) Putusan Akhir 
Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai 
penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (judicative power) untuk 
menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak yang 
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berperkara. Dalam hukum acara perdata, putusan akhir dalam suatu oerkara 
dan atau sengketa umumnya dapat berupa : 
a) Gugatan dikabulkan. Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata 
bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya (autentik) 
dan tidak disangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan yang terbukti 
seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya. Namun bilamana gugatan hanya 
terbukti sebagian, maka gugatan yang dikabulkan hakim juga sebagian.  
b) Gugatan ditolak. Maksud dari gugatan ditolak disebabkan oleh karena 
bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat 
dibuktikan kebenarannya (keautentikannya) di dalam persidangan dan 
gugatannya melawan hak dan tidak beralasan. Maka gugatan akan ditolak 
dan atau akan dinyatakan tidak dikabulkan. 
c) Gugatan tidak dapat diterima. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat 
ke pengadilan dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh pengadilan 
dengan alasan bahwa gugatannya tidak beralasan, gugatannya melawan 
hak, gugatannya diajukan oleh orang yang tidak berhak. 
d) Tidak berwenang mengadili. Maksud dari tidak berwenang mengadili 
adalah bahwa dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat, 
pengadilan tidak berwenang mengadii suatu perkara baik berdasarkan 
kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.77 
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, 
sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
                                                            
77 Sarwono, Op Cit., hlm. 222-224. 
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memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, 
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai 
perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. 
Agar putusan pengadilan dapat dinyatakan sah, maka putusan pengadilan 
haruslah ditandatangani oleh hakim ketua, hakim anggota dan paitera (Pasal 184 
ayat (1) HIR jo. Pasal 195 ayat (3) RBg jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Suatu putusan pengadilan 
apabila tidak ditandatangani oleh hakim ketua, hakim anggota, dan panitera yang 
telah memeriksa perkara secara yuridis tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan 
mengikat kepada para pihak yang sedang bersengketa. Keputusan pengadilan yang 
demikian dapat dikatakan sebagai keputusan yang cacat hukum serta dapat batal 
demi hukum. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
Penelitian ini akan membahas tentang penggunaan asas ne bis in idem 
dalam eksepsi tergugat pada perkara perdata putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/ 
PN.Tgl. Sebelum penulis menguraikan permasalahan tersebut, terlebih dahulu 
dipaparkan kasus posisi pada perkara ini.  
1. Pihak-Pihak dalam Perkara 
Perkara nomor 19/Pdt.G/2018/ PN.Tgl merupakan perkara perdata 
gugatan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tegal, antara : 
a. Kasim: Umur 69 tahun, pekerjaan dagang, Agama Islam, alamat di Jl. 
Gatot Subroto No. 100 Kelurahan Debong Kulon RT.003-RW.002, 
Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut 
Penggugat. 
b. Ridwan, Pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan 
Debong Kulon RT.003 - RW.002, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, 
untuk selanjutnya disebut Tergugat. 
2. Obyek Sengketa 
Satu bidang tanah pekarangan seluas 210 M² yang di atasnya berdiri 
bangunan rumah permanen, terletak di Jl. Gatot Subroto No. 100 Kelurahan 
Debong Kulon RT.003-RW.002, Kecamatan Tegal selatan, Kota Tegal, 
dengan batas-batas sebagai berikut : 
Sebelah Utara : Dahulu milik Raminah, sekarang milik Kasim 
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Sebelah Timur : Dahulu milik Raminah, sekarang milik Ridwan 
Sebelah Selatan : Jl. Desa/ Jl. Gatot Subroto 
Sebelah Barat : Dulu milik H. Abdul Kadir, sekarang milik H. Jamal 
3. Kasus Posisi Sengketa Perdata  
Tanah pekarangan milik Penggugat yang sekarang disebut obyek 
sengketa tersebut semula telah dibeli oleh Penggugat dari Raminah (sekarang 
almarhum) pada tanggal 20 Pebruari 1986 atas dasar Akta Jual Beli No. 90/ 
II/1986 dibuat R. Soemarno, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan 
Sumurpanggang, dibeli dengan luas 210 M² yang merupakan bagian dari tanah 
pekarangan milik Raminah dengan Sertipikat Hak Milik No. 37 atas nama 
Raminah a. Ridwan. Namun setelah Penggugat membeli tanah obyek sengketa 
tersebut oleh Penggugat belum pernah dipisahkan (displit) dari tanah induk 
dalam Sertipikat Hak Milik No. 37 tersebut dan juga belum dibalik nama 
menjadi nama Penggugat tetapi masih menjadi satu dalam Sertipikat Hak 
Milik Nomor 37 atas nama Raminah a. Ridwan.  
Semula tanah pekarangan milik Penggugat yang telah dibeli lebih 
kurang 32 tahun yang lalu tersebut tidak pernah ada permasalahan apa apa, 
bahkan setelah Penggugat membeli tanah obyek sengketa tersebut dari 
Raminah, beberapa tahun kemudian di atas tanah pekarangan tersebut telah 
didirikan bangunan rumah permanen oleh Penggugat dengan dibantu oleh 
Ridwan (Tergugat) selaku tukang yang mengerjakannya. Namun demikian, 
setelah Raminah meninggal dunia, tanah yang telah menjadi milik sah dan 
dikuasai selama 32 tahun oleh Penggugat tersebut telah diserobot oleh 
Tergugat secara diam-diam selanjutnya oleh Tergugat telah dibuat Sertipikat 
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Hak Milik Nomor 1921, luas 508 M² atas nama Ridwan (Tergugat) yang 
digabung dengan tanah lain milik Tergugat (Ridwan) yang konon katanya 
diperoleh dari pembagian waris dari Raminah (ibunya Tergugat) yang berasal 
dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 37 atas nama Aminah a. Ridwan.  
Penggugat sangat heran dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik 
Nomor: 1921 Kelurahan Debong Kulon Luas 508 M² atas nama Ridwan 
(Tergugat ) yang telah memasukkan tanah milik Penggugat seluas 210 M² ke 
dalam Sertipikat Hak milik Nomor 1921 atas nama Ridwan (Tergugat), sebab 
pada saat pengukuran terhadap luas dan batas-batas tanah telah ditunjukkan 
oleh Tergugat tidak pernah memberitahu atau meminta ijin terlebih dahulu 
kepada Penggugat, sehingga setelah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1921 
luas 508 M² atas nama Ridwan (Tergugat) tersebut tanah pekarangan milik 
Penggugat yang luasnya 210 M² telah diserobot secara diam-diam dan oleh 
Tergugat dimasukkan ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1921 atas nama 
Ridwan. Dengan demikian, di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1921 luas 
508 M² atas nama Ridwan tersebut terdapat kelebihan tanah seluas 210 M² 
yang sejatinya adalah tanah milik Penggugat. 
Penggugat baru mengetahui tanah pekarangan miliknya telah diserobot 
secara diam-diam oleh Tergugat dan dimasukkan ke dalam Sertipikat Hak 
Milik Nomor 1921 Luas 508 M² atas nama Ridwan (Tergugat) pada saat 
terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat pada +/- bulan Maret 
2018, sebab pada saat itu secara tiba tiba Tergugat (Ridwan) telah menaruh 
bahan bangunan berupa batu di halaman depan tanah pekarangan milik 
Penggugat, dan pada saat itu Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek 
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sengketa tersebut adalah milik Tergugat dan katanya sedang dalam proses 
penerbitan sertipikat. 
Oleh karena Penggugat tidak bisa menerima perbuatan Tergugat yang 
secara tanpa hak dan melawan hukum menyerobot tanah pekarangan milik 
penggugat, maka permasalahan ini pernah dilakukan upaya penyelesaian 
secara perdamaian di Kelurahan Debong Kulon oleh Bapak Lurah, yang 
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Carik, BABINSA, Ketua RW dan 
Ketua RT di lingkungan Kelurahan Debong Kulon, namun Tergugat tetap 
tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga dengan 
sangat terpaksa Penggugat telah melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat 
Tanah Hak milik Nomor 1921 atas nama Ridwan (Tergugat) pada Kantor 
Pertanahan Kota Tegal pada tanggal 11 April 2018. 
Perbuatan Tergugat tersebut adalah dilakukan dengan cara yang tidak 
benar dan melawan hukum, sehingga mohon kiranya Sertipikat Hak Milik 
Nomor 1921 Luas 508 M² atas nama Ridwan harus dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya oleh karena perbuatan Tergugat 
yang telah menyerobot tanah pekarangan milik Penggugat dan telah 
dimasukkan atau digabungkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1921, luas 
508 M² atas nama Ridwan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, 
sehingga Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah pekarangan 
milik Penggugat dalam keadaan semula, dan selanjutnya menyerahkan kepada 
Penggugat dengan baik. 
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B. Pembahasan  
1. Tinjauan Hukum Eksespsi terhadap Gugatan yang Bersifat Plurium Litis 
Consortium dalam Hukum Perdata 
Berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian semua jenis eksepsi, kecuali 
yang berkenaan dengan kompetensi, diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus 
bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan 
dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela.78 Hal tersebut juga ditegaskan dalam 
Putusan MA No. 935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut 
atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara.  
 Jika eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif dikabulkan, maka 
putusan yang dijatuhkan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan gugatan 
penggugat mengenai pokok perkara tidak dapat diterima (niet ontvankellijk 
verklaard/NO). Jadi, putusan yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan cacat 
formil sesuai dengan eksepsi yang diajukan tergugat sedangkan materi pokok 
perkara belum atau tidak tersentuh dalam putusan. Apabila hakim menolak 
eksepsi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan hakim menjatuhkan putusan 
akhir yang dijatuhkan bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan gugatan 
penggugat. Putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi 
antara penggugat dan tergugat. 
Plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) merupakan salah satu 
bentuk error in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang 
ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak 
sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk 
                                                            
78 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 428. 
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plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya. Pada perkara 
nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Tgl, Tergugat telah mengajukan jawaban yang 
dibacakan dipersidangan tanggal 26 Juli 2018 dalam eksepsi, yang salah satunya 
yaitu gugatan penggugat kurang pihak/Exceptio Plurium Litis Consortium. 
Sejalan dengan pendapat M Yahya Harahap, exceptio plurium litis 
consortium, Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai 
Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak 
lengkap, harus ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau 
Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan 
menyeluruh.79 Dalam eskepsi pertamanya pada perkara nomor 19/Pdt.G/2018/ 
PN.Tgl merupakan eksepsi terhadap gugatan yang bersifat plurium litis 
consortium. Tergugat pada pokoknya menyatakan oleh karena gugatan Penggugat 
mempermasalahkan keabsahan jual beli Nomor: 90/II/1986 yang dibuat oleh R 
Soemarno Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sumurpanggang dan 
Sertipikat Hak Milik No. 1921 luas 508 M² atas nama Ridwan tidak mempunyai 
kekuatan hukum maka sudah seharusnya pihak PPAT dan BPN Kota Tegal ditarik 
menjadi pihak. Penggugat juga tidak menggugat ahli ahli waris dari Raminah 
lainnya, karena pada saat pembuatan Akta dan Sertipikat ada proses tandatangan 
akta dan pengurusan balik nama atas nama ahli waris dari Raminah. Alasan 
pengajuan eksepsi tersebut, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat 
tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, harus 
ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru 
sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. 
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Eksepsi plurium litis consortium merupakan eksepsi yang menyatakan 
bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat 
tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap. Tidak lengkap para pihak 
menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk di dalam gugatan dapat 
dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena 
dimungkinkan fakta-fakta penting yang menetukan tidak terungkap atau sengaja 
disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat. 
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa gugatan 
kurang pihak atau disebut dengan plurium litis consortium merupakan salah satu 
bentuk gugatan yang error in persona. Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan 
error in persona. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan 
mempunyai akibat hukum, yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, 
oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih 
lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke 
verklaard).80 Hal ini sejalan dengan putusan nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Tgl yang 
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena para pihak yang 
terkait tidak ikut digugat di dalam gugatan tersebut.  
2. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Eksespsi terhadap Gugatan yang 
Bersifat Plurium Litis Consortium pada Putusan No. 19/Pdt.G/2018/PN.Tgl 
Pada perkara nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Tgl, Tergugat telah mengajukan 
jawaban yang dibacakan dipersidangan tanggal 26 Juli 2018 dalam eksepsi, yang 
salah satunya yaitu gugatan penggugat kurang pihak/Exceptio Plurium Litis 
                                                            
80 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 113. 
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Consortium. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat dalam 
gugatan dalam perkara tersebut mempermasalahkan mengenai keabsahan akta jual 
beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 90/II/1986 yang dibuat oleh R Soemarno, 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sumurpanggang, dengan Raminah 
(Sekarang sudah Almarhum) pada tanggal 20 Pebruari 1986, terkait dengan 
Sertipikat Hak Milik No. 37 atas nama Raminah a. Ridwan dan Permohonan 
Penggugat menyatakan kalau sertipikat Hak Milik No. 1921 luas 508 M² atas 
nama Ridwan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena gugatan tersebut 
Penggugat mendalilkan terkait persoalan permasalahan sangat terkait dengan Akta 
Jual Beli yang diterbitkan oleh Pihak lain yaitu R Soemarno, PPAT Kecamatan 
Sumurpanggang Nomor 90/II/1986 (Bukan Pihak) dan mempermasalahkan 
mengenai Pembatalan sertipikat Hak Milik No. 1921 luas 510 M² yang mana 
penerbitan SHM No. 1921 kewenangan dimiliki oleh Pihak lain dalam hal ini 
Kantor Pertanahan Kota Tegal (Bukan Pihak Perkara ini), Pihak Notaris dan PPAT 
yang melakukan pengurusan tandatangan akta dan pengurus proses Baliknama 
menjadi atas nama Para Ahli Waris Raminah (Bukan Pihak Yang berperkara) 
maka sudah seharusnya ditarik menjadi Para Pihak. Dengan demikian gugatan 
tersebut harus dinyatakan kurang Pihak. 
Selain pihak-pihak lainnya tersebut dan Kantor Pertanahan Kota Tegal, 
untuk pemenuhan formal gugatan dalam gugatan tersebut seharusnya memasukkan 
ahli waris lainnya dari Almarhum Raminah yang sepengetahuan Tergugat, 
Almarhum Raminah semasa hidupnya memiliki anak-anak dan cucu yang lain, 
tidak hanya Tergugat. Jadi gugatan Penggugat seharusnya menyertakan juga 
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sebagai Tergugat dalam perkara ini agar permasalahan ini menjadi jelas dan terang 
dan dapat diberikan putusan hukum sebagaimana mestinya. 
Sejalan dengan pendapat M Yahya Harahap, exceptio plurium litis 
consortium, Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai 
Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak 
lengkap, harus ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau 
Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan 
menyeluruh.81 Maka karena perkara tersebut menyangkut pihak-pihak lain maka 
sangat beralasan gugatan tersebut dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang 
pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya 
atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima 
(niet onvankelijk verklaard). 
Eskepsi tersebut di atas merupakan eksepsi terhadap gugatan yang bersifat 
plurium litis consortium dari Tergugat pada pokoknya menyatakan oleh karena 
gugatan Penggugat mempermasalahkan keabsahan jual beli Nomor: 90/II/1986 
yang dibuat oleh R Soemarno Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan 
Sumurpanggang dan Sertipikat Hak Milik No. 1921 luas 508 M² atas nama 
Ridwan tidak mempunyai kekuatan hukum maka sudah seharusnya pihak PPAT 
dan BPN Kota Tegal ditarik menjadi pihak. Penggugat juga tidak menggugat ahli 
ahli waris dari Raminah lainnya, karena pada saat pembuatan Akta dan Sertipikat 
ada proses tandatangan akta dan pengurusan balik nama atas nama ahli waris dari 
Raminah. Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai 
Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak 
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lengkap, harus ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau 
Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan 
menyeluruh. 
Oleh karena para pihak yang terkait tidak ikut digugat di dalam gugatan 
pada perkara nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Tgl sehingga mengakibatkan gugatan 
Penggugat tidak dapat diterima. Pergugat membantah dalil eksepsi ke-1 (satu) dari 
Penggugat di dalam repliknya, dengan dalil yang pada pada pokoknya bahwa 
tentang tidak dilibatkannya ahli waris dari Raminah lainnya karena gugatan yang 
diajukan Penggugat adalah tentang penguasaan secara tanpa hak dan melawan 
hukum atas tanah milik penggugat (objek sengketa) oleh Tergugat (Ridwan) 
sedangkan ahli waris lainnya tidak menguasai tanah objek sengketa tersebut. 
Sedangkan tentang tidak ditariknya BPN Kota Tegal dan R. Sumarno selaku 
PPAT oleh karena permasalahan Penggugat hanya dengan Tergugat, sedangkan 
BPN Kota Tegal dan R. Sumarno tidak mempunyai permasalahan apapun juga. 
Penggugat dalam hukum perdata diberikan kebebasan dalam menentukan siapa-
siapa yang akan ditarik menjadi tergugat, hukum tidak bisa memaksakan karena 
bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya, berdasarkan dalil-
dalil tersebut maka eksepsi Tergugat harus ditolak. 
Adapun pertimbangan hakim atas eksepsi ke-1 (satu) dari Tergugat dan 
Bantahan Penggugat terkait dengan gugatan yang bersifat plurium litis consortium, 
sebagai berikut: 
a. Dasar hukum tentang eksepsi diatur didalam Pasal 136 HIR “Eksepsi 
(tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim 
tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, 
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melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok 
perkara”, berdasarkan pasal 136 HIR tersebut pertimbangan tentang eksepsi 
diluar eksepsi kompetensi dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan 
putusan akhir; 
b. Tidak dilibatkannya ahli waris Raminah lainnya di dalam gugatan tersebut, 
Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwasannya ahli waris 
Raminah lainnya tidak menguasai objek sengketa, gugatan tersebut penggugat 
bukanlah tentang sengketa kewarisan yang harus melibatkan seluruh ahli 
waris, sehingga tidak ada keterlibatan secara nyata ahli waris Raminah lainnya 
untuk dilibatkan sebagai pihak didalam gugatan tersebut;  
c. Terhadap PPAT Soemarno yang telah membuat Akta Jual Beli Nomor: 
90/II/1986 disinggung Penggugat di dalam posita ke-2 (dua) dan di dalam 
petitum ke-3 (tiga) untuk dinyatakan Akta Jual Beli tersebut sah dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat; 
d. Kehadiran/keterlibatan PPAT Soemarno secara yuridis dan dari segi sosiologis 
(manfaat) di dalam gugatan tersebut tidaklah prinsip, selain PPAT tersebut 
tidak menguasai objek sengketa dan produk hukum yang dibuatnya (AJB) 
menurut pandangan Penggugat sah menurut hukum sehingga hak jawab PPAT 
tidaklah diperlukan didalam perkara tersebut; 
e. Di dalam posita ke-4 (empat) gugatan, penggugat menyinggung tentang 
keheranan Penggugat atas penerbitan SHM No. 1921 Kelurahan Debong 
Kulon luas 508 M² atas nama Ridwan dan di dalam petitum ke-6 (enam) 
Penggugat meminta agar SHM tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum; 
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f. Bahwa SHM No. 1921 Kelurahan Debong Kulon luas 508 M² atas nama 
Ridwan adalah produk hukum dari BPN Kota Tegal. Penggugat meminta agar 
sertipikat No.1921 tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga BPN Kota 
Tegal haruslah dilibatkan sebagai pihak didalam perkara tersebut untuk 
menjawab keberatan dari Penggugat (Hak Jawab), karena apabila gugatan 
tersebut dikabulkan, ada peran Aktif dari BPN Kota Tegal secara prosedural 
untuk menindaklanjuti putusan Hakim; 
g. Walaupun Penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang 
dikehendaki asalkan saja secara prinsip tetap memperhatikan asas-asas 
didalam hukum acara perdata seperti misalkan asas mendengar kedua belah 
pihak (audi et alteram partem) karena Hakim dalam menangani suatu perkara 
terhadap pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan 
tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak yang terkait 
termasuk diantaranya BPN Kota Tegal. Dari asas hukum Acara tersebut, 
Majelis Hakim harus mengetahui terlebih dahulu secara langsung prosedur 
penerbitan SHM No.1921 sehingga Penggugat meminta kepada Pengadilan 
Negeri Tegal agar sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum; 
h. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas eksepsi ke-1 (satu) 
Tergugat haruslah dikabulkan; 
Hukum acara perdata tidak dikenal istilah turut penggugat, melainkan turut 
tergugat. Disebutkan sebagai turut tergugat dimaksudkan agar orang-orang, bukan 
para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) demi lengkapnya pihak-
pihak, maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa tersebut harus 
diikutsertakan dalam gugatan penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap 
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putusan hakim. Hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi Sebagaimana diputus 
dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974. 
Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih 
terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak 
diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan tidak 
dapat diterimanya gugatan (niet onvankelijk verklaart) dijatuhkan dengan alasan-
alasan: 
a. gugatan tidak berdasarkan hukum; 
b. gugatan tidak patut; 
c. gugatan bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum; 
d. gugatan salah; 
e. gugatan tidak memenuhi persyaratan; 
f. obyek gugatan tidak jelas; 
g. subyek gugatan tidak lengkap. 
Terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima, menimbulkan suatu 
konsekuensi hukum bahwa terhadap gugatan tersebut dapat diajukan lagi oleh si 
penggugat. Dalam perkara ini tentunya penggugat dirugikan, karena perkara sudah 
diputus dan penggugat sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya tidak dapat 
mengajukan gugatan baru lagi (nebis in idem). Tidak dimasukkannya pihak-pihak 
yang terkait terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak, diantaranya BPN 
Kota Tegal tersebut dalam surat gugatan akan mengakibatkan gugatan tidak dapat 
diterima, yang dikenal sebagai exceptio plurium litis consortium, para pihak yang 
diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang lain yang harus 
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ikut dijadikan sebagi para pihak dalam perkara tersebut yang harus dimasukkan, 
sehingga persoalan dapat diselesaikan secara tuntas. 
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, menurut penulis dalam perkara 
nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Tgl, hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan 
eksepsi Tergugat terkait kedudukan yang dimiliki oleh pihak, karena pihak yang 
dapat berperkara di pengadilan adalah pihak yang mempunyai kepentingan, yaitu 
pihak yang mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum yang cukup. Demi 
tuntasnya proses pemeriksaan, kesuluruhan pihak abik penggugat, tergugat, 
maupun turut tergugat kesemuaannya harus dilibatkan. Oleh karena Hakim dalam 
menangani suatu perkara terhadap pihak yang sedang berperkara harus 
mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah 
pihak yang terkait termasuk diantaranya BPN Kota Tegal. Dari asas hukum Acara 
tersebut, Majelis Hakim harus mengetahui terlebih dahulu secara langsung 
prosedur penerbitan SHM No. 1921 sehingga Penggugat meminta kepada 
Pengadilan Negeri Tegal agar sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 
Dengan demikian tidak lengkapnya pihak-pihak yang dilibatkan dalam surat 
gugatan, mengakibatkan gugatan cacat secara formil dan menimbulkan 
konsekuensi gugatan tidak dapat diterima. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
1. Eksespsi terhadap gugatan yang bersifat plurium litis consortium dalam hukum 
perdata merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat 
kurang pihak atau dengan kata lain pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak 
lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap. Kekeliruan pihak mengakibatkan 
gugatan error in persona. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam 
gugatan mempunyai akibat hukum, yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi 
syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. 
Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijke verklaard). Jadi, putusan yang dijatuhkan bersifat negatif, 
semata-mata berdasarkan cacat formil sesuai eksepsi yang diajukan tergugat 
sedangkan materi pokok perkara belum atau tidak tersentuh dalam putusan. 
Apabila hakim menolak eksepsi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan 
hakim menjatuhkan putusan akhir yang dijatuhkan bersifat positif yaitu 
menolak atau mengabulkan gugatan penggugat. Putusan yang dijatuhkan 
menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara penggugat dan tergugat. 
2. Pertimbangan hakim mengabulkan eksespsi terhadap gugatan yang bersifat 
plurium litis consortium pada putusan nomor 19/Pdt.G/2018/ PN.Tgl, yaitu 
tidak dilibatkannya BPN sebagai pihak di dalam perkara tersebut mengingat 
SHM No. 1921 Kelurahan Debong Kulon luas 508 M² atas nama Ridwan 
adalah produk hukum dari BPN Kota Tegal karena keterangan tentang 
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terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak yang terkait termasuk 
diantaranya BPN Kota Tegal. Majelis Hakim harus mengetahui terlebih dahulu 
secara langsung prosedur penerbitan SHM No.1921 karena Penggugat 
meminta kepada Pengadilan Negeri Tegal agar sertipikat tersebut tidak 
memiliki kekuatan hukum. 
B. Saran 
1. Hakim dalam menjatuhkan putusan  sudah seharusnya memeriksa terlebih 
dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil atau belum, dengan 
memperhatikan kedudukan para pihak dalam berperkara, karena kedudukan 
para pihak ini menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang berbeda. 
Ketidakcermatan hakim dalam menjatuhkan putusan mengakibatkan tidak 
terpenuhinya unsur kepastian hukum, karena bertentangan dengan sumber-
sumber hukum acara perdata, sekalipun apabila eksepsi dalam perkara tersebut 
diabaikan. 
2. Diharapkan bagi Advokat agar lebih memahami penerapan gugatan yang 
bersifat plurium litis consortium sesuai dengan esensinya, sehingga tidak 
ceroboh mengajukan gugatan sesungguhnya merupakan ne bis in idem gugatan 
yang bersifat plurium litis consortium, atau sebaliknya mengajukan eksepsi 
yang sesungguhnya bukan merupakan gugatan yang bersifat plurium litis 
consortium. 
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